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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, 
karena hanya dengan perkenan dan kuasan-Nya, penulis dapat 
menyelesaikan buku ketiga dengan judul ”Politik Hukum 
Pidana”, yang sebelumnya penulis juga telah merampungkan 
buku ”Hukum Pidana dalam Dinamika Asas, Teori, dan 
Pendapat Ahli Pidana” serta ”Hukum Pidana Umum Pelajaran 
Buku Kesatu Tentang Aturan Umum”. Ketiga buku tersebut 
ditulis dan diterbitkan sebagai penunjang bahan ajar pada 
kuliah di bidang hukum pidana.

Sebagai sebuah referensi bahan ajar, buku Politik Hukum 
Pidana terbilang tidak banyak yang menuliskan. Sepengetahuan 
penulis, hanya ada beberapa judul buku saja dan jumlahnya pun 
sangat minim. Hal ini menjadi satu dari sekian alasan mengapa 
penulis tertarik menulis buku Politik Hukum Pidana.

Makna lain dari politik adalah kebijakan yang merupakan 
sinonim dari policy. Politik hukum pidana memiliki satu 
pengertian penting dan tiga hakikat utama. Pengertian 
dari politik hukum pidana merupakan kebijakan dengan 
menentukan pilihan-pilihan tertentu yang hendak merumuskan 
peraturan perundang-undangan pidana, dan berorientasi pada 
ide dasar (nilai-nilai yang diyakini) dalam rangka pencapaian 
tujuan negara. 
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Fokus pada buku ini, berpijak pada tiga hakikat utama. 
Pertama, politik hukum pidana akan dikaji dalam kerangka 
kebijakan yang rasional dan integral dengan memperhatikan 
konfigurasi sosio-filosofik, sosio-politik, sosio-kultural, dan 
pendekatan komparatif. Kedua, politik hukum pidana akan 
mengurai sejauh mana tahap formulasi, tahap aplikasi, dan 
tahap eksekusi dalam upaya melahirkan peraturan perundang-
undangan pidana yang memiliki daya guna dalam hal penegakan 
hukum pidana. Ketiga, politik hukum pidana sebagai sebuah 
kebijakan tidak terlepas dari kebijakan integral dari politik 
kriminal dan politik sosial yang bertujuan semata-mata dalam 
rangka pencapaian tujuan negara (kebijakan kesejahteraan 
sosial).

Semoga dengan terbitnya buku ini, merupakan bentuk 
sumbangsih pengembangan keilmuan hukum pidana dari 
penulis dan juga Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung 
(FH UBB) tempat di mana penulis sebagai staff pengajar. Tak 
lupa pula, kami sampaikan ucapan terimakasih kepada Dr. 
Derita Prapti Rahayu, SH, MH, selaku Ketua Jurusan FH UBB 
yang selalu mendorong penulis di tengah masa pandemi, di 
mana penulis cukup banyak waktu luang di rumah dengan 
mengisinya membuat bahan ajar kuliah. Begitu pula, kami 
haturkan terimakasih sumbangsih pemikiran teman-teman 
bidang hukum pidana FH UBB, terkusus Dr. Dwi Haryadi. 
SH.MH selaku dekan FH UBB juga sebagai teman saling lontar 
gagasan. Penyempurnaan teknis penulisan dan beberapa 
subtansi dalam buku ini juga tidak terlepas dari peran abang 
Toni. SH. MH yang telah bersedia menjadi editor sehingga buku 
ini dapat selesai.

Dalam penyusunan buku ini, tentu memiliki beberapa 
kekurangan dibeberapa bagian tertentu, meski demikian 
penulis masih mengharapkan masukan dan kritik dari pembaca 
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sekalian. Akhirnya, penulis berharap semoga buku ini dapat 
memberikan manfaat terhadap dinamika perkembangan ilmu 
hukum pidana dan menjadi jembatan silaturahmi keilmuan 
bagi penstudi hukum pidana.

Bangka Belitung, 05 Juli 2020

Penulis

Faisal
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GLOSARIUM 
(GLOSSARY)

Asas Dasar, kriteria, dan pedoman yang 
dapat digunakan sebagai tolak ukur 
untuk menilai situasi tertentu

Asas Hukum Ide yang mewakili sekalian bahan 
kultural yang dimasukkan ke 
dalam hukum sebagai landasan 
operasionalisasi nilai-nilai yang 
bersumber pada pandangan hidup. 
Asas hukum merupakan jembatan 
antara peraturan-peraturan hukum 
dengan cita-cita sosial dan pandangan 
etis masyarakatnya.

Criminal Justice 
System

Sistem Peradilan Pidana

Criminal Law 
Application

Penerapan hukum pidana

Diversi Pengalihan penyelesaian perkara Anak 
dari proses peradilan pidana ke proses 
di luar peradilan pidana

Geen Straf Zonder 
Schuld 

Tiada pidana tanpa kesalahan

Gunsei Keizirei Hukum pidana emerintahan Bala 
Tentara Jepang

Ilmu Hukum Ilmu kemasyarakatan yang normatif 
(normative maatschappij wetenschap) 
tentang hubungan antar manusia.

Legisme Ajaran yang mengkonsepkan hukum itu 
apa yang ada di dalam undang-undang



Memorie van 
Toelichting

Memori Penjelasan (M.v.T)

Psychologischezwang Paksaan psikologis terhadap adanya 
pidana yang dijatuhkan terhadap 
seseorang yang melakukan kejahatan 
akan memberikan rasa takut kepada 
orang lain untuk tidak berbuat jahat

Penegakan Hukum Pelaksanaan dan penerapan hukum 
terhadap setiap pelanggaran atau 
penyimpangan hukum yang dilakukan 
oleh subjek hukum

Pembaharuan 
Hukum Pidana

Suatu upaya untuk melakukan 
reorientasi dan reformasi hukum pidana 
yang sesuai dengan nilai-nilai sentral 
sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-
kultural yang melandasi kebijakan 
sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan 
penegakan hukum 

Politik Hukum Kebijakan resmi tentang hukum 
yang akan diberlakukan baik dengan 
pembuatan hukum baru maupun 
dengan penggantian hukum lama, 
dalam rangka mencapai tujuan negara.

Politik Hukum 
Pidana

Mengadakan pemilihan untuk mencapai 
hasil perundang-undangan pidana yang 
lebih baik, dalam arti memenuhi syarat 
keadilan dan daya guna

Prevention Without 
Punishment

Pencegahan tanpa menggunakan pidana

Rekonstruksi Penyusunan kembali, pembangunan 
kembali atau menata ulang dan dapat 
juga diberikan makna pengorganisasian



Restorative Justice Keadilan berbasis musyawarah 
menitikberatkan pada kondisi 
terciptanya keadilan dan keseimbangan 
bagi pelaku tindak pidana serta 
korbannya

Sistem hukum 
pidana

Keseluruhan sistem (aturan perundang-
undangan) untuk fungsionalisasi/
operasionalisasi hukum pidana, serta 
yang mengatur bagaimana hukum 
pidana ditegakkan secara konkret 
sehingga dijatuhi sanksi pidana

Sistem Pemidanaan Aturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan sanksi pidana dan 
pemidanaan

Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum in abstracto 
oleh badan pembuat undang-undang

Tahap Aplikasi Tahap penerapan hukum pidana oleh 
aparat-aparat penegak hukum mulai 
dari kepolisian sampai ke pengadilan

Tahap Eksekusi Tahap pelaksanaan hukum pidana 
secara konkret oleh aparat-aparat 
pelaksana pidana

WvSvNI Wetboek van Strafrecht voor Nederlansch-
Indie 
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